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PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR 
EKS PT. PERKEBUNAN TRATAK BATANG

Oleh Dian Aries Mujiburohman dan Westi Utami

A. Pendahuluan

Konstitusi adalah norma dasar tertinggi dalam suatu negara yang 

bisa mengambarkan sistim hukum, politik, ekonomi dan sosial suatu 

negara. Konstitusi sebagai sistim ekonomi yang dikenal sebagai “konstitusi 

ekonomi”.1Sebagai konstitusi ekonomi,2 UUD 1945 mengatur norma-norma 

dasar soal perekonomian, termasuk di dalamnya persoalan pengelolaan 

sumberdaya alam. Ketentuan yang paling sering dirujuk dalam memahami 

norma konstitusi terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam adalah 

Pasal 33 UUD 1945. Di dalam Pasal 33 UUD 1945 ditemukan bagaimana 

nilai-nilai, cara serta tujuan dari penguasaan negara dalam pengelolaan 

sumberdaya alam.

1 Lihat Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi,.Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 
2010.

2 Menurut Hikmahanto Juwana mengemukakan berbagai perundangan yang 
berkaitan dengan bidang ekonomi yaitu antara lain Undang-undang: Pasar 
Modal, Hak Tanggungan, Persaingan Usaha, Perlindungan Konsumen, 
Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas Bumi, Ketenagakerjaan, Kepailitan, 
Perbankan, Jasa konstruksi, Bank Indonesia, Lalu Lintas Devisa, Arbitrase, 
Telekomunikasi, Fidusia, Rahasia Dagang, Desain Industri, Merek, Paten, 
Pencucian Uang. Lihat Hikmahanto Juwana “Politik Hukum UU Ekonomi 
di Indonesia” didalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 23, No. 2-Tahun 2004, 
Jakarta, hlm. 52-65.
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Penguasaan negara ditafsirkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang Pokok-pokok Agraria,3 Hak Menguasai Negara Atas Tanah 

adalah sebutan yang diberikan oleh undang-undang pokok agraria kepada 

lembaga hukum dalam hubungan hukum kongkret antara negara dan 

tanah Indonesia yang dirinci isi dan tujuannya dalam Pasal 2 ayat (2) dan 

(3) UU Nomor 5 Tahun 1960.4

Hak menguasai negara dalam prakteknya banyak didelegasikan kepada 

pemerintah Pusat dan daerah atau lembaga bentukan pemerintah, hal ini 

kemudian menjadi polemik atas hak menguasai negara, terlalu mudahnya 

hak menguasai negara didelegasikan dianggap mendegradasi kekuasaan 

pemerintah, apalagi terkait mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan 

pemamfaatan sumber daya alam, hak menguasai negara juga melahirkan 

undang-undang sektoral.5

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks diatas adalah 

penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggungjawab bagi negara, 

yaitu penguasaan tanah tersebut harus digunakan untuk menciptakan 

kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan 

tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. 

Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan 

tanggung jawab.6

Dalam ketentuan Pasal 15 UU Nomor 5 Tahun 1960 ditegaskan 

bahwa: “memelihara tanah, termaksud menambah kesuburannya serta 

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

4 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 
1995, hlm..268.

5 Lihat juga Pandangan kritis tentang “kewenangan” pengelolaan sumber daya 
alam antara kepentingan elit lokal/daerah, korporasi dan pemerintah pusat. 
Yance Arizona, Karakter Peraturan Daerah Sumber Daya Alam: Kajian Kritis 
terhadap Struktur Formal Peraturan Daerah dan Konstruksi Hak Masyarakat 
terkait Pengelolaan Hutan (Jakarta:HuMa)

6 Aslan Noor, Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia,Bandung: 
CV Mandar Maju, 2006, hlm.. 85
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mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum 

atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, 

dengan memperhatikan pihak yang ekonomi lemah”.Konsekuensi hukum 

dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai dengan keadaan dan sifat 

daripada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat dan kebahagiaan 

bagi masyarakat dan negara, jika ditinjau dalam perspektif hukum 

tanah nasional dikategorikan sebagai tanah yang diterlantarkan, dimana 

pengertian “diterlantarkan”. Selanjutnya hak atas tanah tersebut menjadi 

hapus sesuai diatur dalam Pasal 34 huruf e UU No. 5 Tahun 1960 yang 

menegaskan: “Hak guna usaha hapus karena diterlantarkan”.

Mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah telah diatur 

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang 

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan Pasal 

2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang 

sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan 

atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian 

hak atau dasar penguasaannya”.

Berdasarkan data penetapan tanah terlantar oleh BPN, dari 459 obyek 

penertiban tanah terindikasi terlantar yang sudah dilakukan tahapan 

penertiban sebanyak 285 obyek (62,09%). Sampai dengan tahun 2012 

diajukan sebanyak 94 SK dan yang telah ditetapkan sebanyak 80 SK (85,11%) 

atau seluas 54.123,2436 Ha. Namun dari 80 Surat Keputusan tersebut, 

sebanyak 11 SK digugat di pengadilan (seluas 34.368 Ha).7

Sebanyak sebelas surat keputusandigugat di pengadilan, 10 (sepuluh) 

diantaranya Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar dibatalkan 

dan dicabut oleh pengadilan tata usaha negara. Hanya 1 (satu) SK yang 

dimenangkan oleh pengadilan tata usaha negara. Berikut disajikan dalam 

tabel 1.

7 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, (BPN RI),Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2012, BPN RI, 14 
Maret 2013.
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Tabel 1 
Surat Keputusan Penetapan Tanah Terlantar yang digugat  

di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pemegang 
Hak

No SK Penetapan Tanah 
Terlantar

No Putusan 
PTUN

Putusan PTUN

Nomor Hak

1 2 3 4

1 PT. Pondok Kalimaya Putih

HGB 23 1/PTT-HGB/BPN RI/2012 13/G/2012/
PTUN-SRG.

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

HGB 24 2/PTT-HGB/BPN RI/2012

HGB 22 3/PTT-HGB/BPN RI/2012

2 PT. Pasetran Wanaraindo

HGB 4 4/PTT-HGB/BPN RI/2012 16//G/2012/
PTUN-SRG.

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

3 PT. Sunnymas Prima Agung

HGU 1 18/PTT-HGU/BPN RI/2012 118/G/2012/
PTUN-JKT

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

4 PT. Sumber Mahardika Graha

HGU 44
HGU 43

1/PTT-HGU/BPN RI/2013
2/PTT-HGU/BPN RI/2013

Nomor: 
24/G/2013/
PTUN.JKT

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

5 PT. Krama Yudha Sapta

HGU 1 14/PTT-HGU/BPN RI/2012 58/G/2012/
PTUN-JKT

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

6 PT. Borneo Indo Subur

HGU 7 15/PTT-HGU/BPN RI/2012 99/G/2012/
PTUN-JKT.

Membatalkan dan 
Mencabut SK Penetapan 
Tanah Terlantar

HGU 8 16/PTT-HGU/BPN RI/2012

HGU 9 17/PTT-HGU/BPN RI/2012

7 PT. Perkebunan Tratak

HGU 1 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 25/G/2013/
PTUN-JKT.

SK Penetapan Tanah 
Terlantar sesui PPNo. 11/ 
2010 jo. Perkaban No. 4 
Tahun 2010

Sumber: Data diolah dari Lakip BPN Tahun 2012 dan Direktori Putusan PTUN

Gugatan surat keputusan penentapan tanah terlantar di pengadilan 

tata usaha negara didominasi dan dimenangkan oleh pengugat (swasta) 
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dengan putusan pengadilan tata usaha negara yang mengharuskan 

membatalkan dan mencabut surat keputusan penentapan tanah terlantar 

yang telah dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dengan 

alasan surat keputusan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan hal tersebut,tujuan tulisan ini adalah, pertama, untuk 

mendiskripsikan dan menganalisis Penertiban dan Pendayagunaan Tanah 

Terlantar Eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak Batang; kedua, untuk 

mendiskripsikan peran serta masyarakat terhadap penetapan tanah 

terlantar terhadap Eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak.

B.  Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks PT. 
Perusahaan Perkebunan Tratak Batang

1.  Penertiban Tanah Terlantar Eks PT. Perusahaan Perkebunan 
Tratak Batang

Pengertian tanah terlantar adalah tanah diterlantarkan kalau dengan 

sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan 

daripada haknya.8Pengaturan mekanisme tanah terlantar telah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. Dalam ketentuan Pasal 

2 telah ditegaskan: “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang 

sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak 

Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan 

atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak 

dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian 

hak atau dasar penguasaannya”.

Berdasarkan Identifikasi dan inventarisasi terhadap tanah yang 

terindikasi terlantar di Kabupaten Batang, ada tiga pemegang hak yang 

telah ditetapkan sebagai objek tanah terlantar,karena dengan sengaja tidak 

dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada 

8 Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria
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haknya. Penertiban tanah terlantar merupakan upaya strategis dan langkah 

awal dalam mewujudkan tanah untuk keadilan dan kesejahteraan. Berikut 

beberapa lokasi tanah tanah terlantar di Kabupaten Batang disajikan pada 

table 2.

Tabel 2 
Inventarisasi	dan	Identifikasi	Tanah	Terlantar	di	Kabupaten	

Batang Periode (Februari 2008 s/d Mei 2011)
No Nama 

Pemegang Hak
Luas 
(Ha)

Lokasi Berakhir 
Hak

Peruntukan Penggunaan 
tanah eksisting

1 PT. Puri Gajah 
Perkasa Mas

16,6386 Kec. Tulis 24/9/ 
2025

Perumahan Tegalan/Perta 
nian

2 PT. Muara 
Panca Utama

13,6580 Kec. Batang 10/4/ 
2001

Perumahan Tanah Kosong/
tambak

3 PT. 
Perkebunan 
Tratak

89,8410 Bandar 31/12/ 
2013

Perkebunan 
Kopi, Karet, 
Cengkeh

Tanaman 
semusim, 
cengkeh

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Batang

Penertiban tanah terlantar Eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, 

dimulai dari tahun 1977 sampai dengan 2013. Perjuangan yang sangat 

panjang untuk memperoleh kepastian hukum dalam menertibkan tanah-

tanah terlantar.

Permasalahan tanah terlantar PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, 

diawali denganproses peninjauan tanah terindikasi terlantar PT Perkebunan 

Trataktelah dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1977. Berdasarkan hasil 

peninjauan tersebut menyimpulkan bahwa hak atas tanah terhadap tanah 

PT. Perkebunan Tratak disarankan untuk dicabut,dengan pertimbangan 

sebagai berikut:Pertama, Keadaan Management, tidak adanya tenaga ahli 

di bidang perkebunan, tidak adanya pembagian tugas yang jelas diantara 

orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan kebun, dan upah sangat 

rendah sehingga sulit mendapat tenaga kerja. Kedua, Keadaan Fisik, (a) 

Tanaman yang ada tidak dipelihara menurut norma, kultur teknis dan 

tidak menunjukkan adanya usaha ke arah perbaikan; (b) Terdapat usaha 

pembuatan bata merah di tengah areal tanaman, yang mengakibatkan 

tanah tidak berfungsi optimal untuk perkebunan; (c) Tanah-tanah yang 
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miring dibiarkan terbuka tanpa tanaman penutup tanah.9

Penilaian terhadap kondisi perkebunan PT. Perkebunan Tratak 

kembali dilakukan pada tahun 2009 dengan memperhatikan aspek 

legalitas, manajemen, pengelolaan, sosial-ekonomi, lingkungan, pelaporan 

yang dilakukan oleh tim penilai Dinas perkebunan dengan Nomor Surat: 

525.1/2862 tertanggal 19 April 2011 menyatakan bahwa PT. Perkebunan Tratak 

memperoleh Kelas V dengan Predikat Kurang Sekali. Berdasarkan surat 

tersebut menjadi bukti bahwa PT Perkebunan Tratak tidak mengusahakan 

tanah perkebunan secara baik dan dengan penilaian kurang sekali dapat 

dikatakan PT Tratak telah menelantarkan tanah perkebunan. 

Sejak tahun 1998 atau dalam era reformasi, tanah PT. Perusahaan 

Perkebunan Tratak, di ocupasioleh mansyarakat yang dipimpin oleh 

Handoko yang tergabung dalam organisasi Forum Paguyuban Petani 

Nelayan Batang (FP2NB), dimana dalam tuntutannya FP2NB pada intinya 

mengharapkan HGU PT. Perusahaan Perkebunan Tratak dicabut dan 

diredistribusikan kepada petani penggarap. 

Menurut FP2NB, PT. Perkebunan Tratak telah menelantarkan 

perkebunannya sejak 1989, diikuti dengan pembongkaran gudang 

pada tahun 1990 dan penjualan kantor pada 1995. Selama memperoleh 

HGU, tidak mengelola lahan perkebunannya dengan baik dan justru 

melakukan sub kontrak kepada perusahaan lain dan menyewakan lahan 

perkebunannya kepada para petani. Penggugat memang tidak mempunyai 

kemampuan untuk mengusahakan tanah perkebunannya dengan baik 

sehingga terlantar. Penelantaran tanah ini sudah berlangsung selama 

bertahun-tahun. Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional 

9 Proses peninjauan tanah terindikasi terlantar PT Perkebunan Tratakdilakukan 
oleh Tim peninjauan terdiri dari: (a) Staf direktorat agraria Provinsi Jawa 
Tengah; (b) Staf Dinas Perkebunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah; (c) Staf 
Direktorat Pemerintahan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah; 
(d) Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Batang; (e) Kepala Dinas 
Perkebunan Keresidenan Pekalongan. Pada tahun 2013 telah memperoleh 
putusan inkracht dari pengadilan tata usaha negara yang menetapkan Tanah 
PT Perkebunan Tratak sebagai tanah terlantar. Sumber: Data dan Informasi 
Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) PT. Perkebunan Tratak. Kantor 
wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa tengah Tahun 2014.
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telah berkali-kali mengunjungi lapangan atas laporan masyarakat dan 

memperingatkan PT. Perkebunan Tratak tetapi tidak pernah ada respon 

dan domisili PT. Perkebunan Tratak tidak ada dan struktur keanggotaan 

pun tidak jelas.10

Pada tanggal 16 Januari 2013, Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 7/PTT-HGU/

BPN RI/2013 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari Hak 

Guna Usaha Nomor 1/Batang, seluas 89,841 Ha. Atas nama PT.Perusahaan 

Perkebunan Tratak, Terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, 

Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah.Hak Guna Usaha PT.Perusahaan 

Perkebunan Tratak, berlaku selama 25 tahun dan habis masa berlakunya 

pada tanggal 01 Desember 2013.

Terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor: 7/PTT-HGU/BPN RI/2013. Digugat oleh PT. 

Perusahaan Perkebunan Tratak, dengan mengajukan gugatan tertanggal 

14 Februari 2013 yang telahditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Pebruari 2013 

dibawah Register perkara Nomor: 25/G/2013/PTUN.JKT. 

Dalam gugatannya PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, ada 2 (dua) hal 

yang di mohonkan, pertama,untuk berkenan menunda pelaksanaan Surat 

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 

7/PTT-HGU/BPN RI/2013, kedua, putusan tersebut bertentangan dengan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khusunya bertentangan dengan 

asas Kepastian Hukum.

a) Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan (Schoorshing)

Pada prinsipnya setiap keputusan TUN harus dianggap benar menurut 

hukum, sehingga suatu gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan 

yang disengketakan (het vermoeden van Rechmatigheid).11Ukuran untuk 

10 Lihat putusan pengadilan tata usaha negara Nomor 25/G/2013/PTUN-JKT

11 Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di 
Indonesia, (Yogyakarta:Liberty, 1997) hlm. 241.
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mengabulkan permohonan penangguhan pelaksanaan Keputusan Tata 

Usana Negara perlu memperhatikan atau harus dilakukan pertimbangan-

pertimbangan mengenai kepentingan-kepentingan yang tersangkut, 

sempurna tidaknya permohonan yang bersangkutan, sikap Penggugat 

dalam menentukan fakta-fakta, kepentingan Penggugat yang mendesak, 

dan penilaian sementara mengenai pokok perkara.12

Ketentuan Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan diatur dalam 

Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1986. Ada dua alasan dikabulkannya 

penundaan; pertama, dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan 

yang sangat mendesak yangmengakibatkan kepentingan Penggugat sangat 

dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan. Alasan 

kedua, tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum Undang-undang 

memberikan peluang kepada Penggugat perihal pelaksanaan penundaan. 

Selain itu, Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN menyatakan bahwa 

permohonan penundaan hanya dapat dikabulkan apabila Penggugat dapat 

membuktikan adanya “keadaan yang sangat mendesak” apabila keputusan 

TUN tersebut tetap dilaksanakan.

Permohonan penanggguhan pelaksanaan surat keputusan 

(schoorshing) diajukan Penggugat dengan alasan untuk menghindari 

kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak dijelaskan dalam gugatannya. 

Secara defacto lahan perkebunan tidak diusahakan oleh pengugat. 

Berdasarkan pengamatan lapangan oleh penulis lahan perkebunan 

secara fisik dalam keadaan digarap oleh masyarakat dan ditanami dengan 

tanaman keras seperti mangga, sengon dan tanaman semusim seperti 

ketela pohon, jagung, dan padi, serta terdapat beberapa bangunan rumah. 

Dalam penudaan pelaksanaan surat keputusan Keputusan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 

perlu dikesampingkan karena telah nyata dan jelas Penggugat tak dapat 

mengusahakan tanahnya, bahkan setelah 3 kali diberikan peringatan, 

namun Penggugat tak juga mampu memanfaatkan kesempatan tersebut.

12 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradlan Tata Usaha 
Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), hlm. 211-213.
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Dalam pertimbangan hukum, hakim memutuskan gugatan Penggugat 

ditolak untuk seluruhnya, maka permohonan penundaan Keputusan Tata 

Usaha Negara yang digugat, yang diajukan oleh Penggugat ditolak.

b) Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum 

administrasi negara, karena pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya 

atas dasar wewenang yang diperoleh.Keabsahan tindakan pemerintahan 

diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.Suatu kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum 

yang berlaku sehingga bersifat sah.Kewenangan dapat dilihat pada 

konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada badan publik dan 

lembaga negara dalam menjalankan fungsinya.13

Kewenangan yang ada pada pemerintah adalah sebagai dasar dalam 

penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan yang artinya setiap 

penyelenggaraan kenegaraan harus memiliki legitimasi yaitu adanya 

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Konsep ini sesuai 

dengan konsep negara hukum dimana setiap tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah harus ada aturan yang mengaturnya.

Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan 

delegasi dari pemerintah (Presiden) kepada Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia. Ketentuan ini tersirat dalam Pasal 17 PP No.11 Tahun 

2010 yang menyatakan bahwa: “Pelaksanaan penertiban tanah terlantar 

dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan oleh Kepala dan hasilnya 

dilaporkan secara berkala kepada Presiden“. 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah suatu Pejabat 

Tata Usaha Negara karena mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang pertanahan. Keputusan Tata Usaha Negara adalah 

produk yang diterbitkan oleh Pejabat TUN (atau jabatan TUN) berdasarkan 

wewenang yang ada padanya (atributie) atau diberikan padanya dalam 

13 H. Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang 
Pertanahan, Cet. Ke-1, (Surabaya: Laksbang Justitia, 2009) hlm. 14.
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bidang urusan pemerintah (delegatie).14

Konsep tindak pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena 

tindakan pemerintah dalam penertiban tanah terlantar menimbulkan akibat 

hukum atau kewajiban bagi pemegang hak atas tanah agar menggunakan, 

mengusahakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya 

atau hak atas tanahnya hapus dan menjadi tanah negara.

Donner dan Wiarda membagi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik ke dalam 5 (lima) macam yaitu: (1). Asas Kejujuran (fair play; (2). 

Asas Kecermatan (zorgvuldigheid); (3). Asas Kemurnian dalam tujuan 

(zuiverheid van oogmerk); (4). Asas Keseimbangan (evenwicthtigheid); (5). 

Asas Kepastian Hukum (rechts zakerheid).15

Sesuai dasar gugatan yang disampaikan Eks PT. Perusahaan 

Perkebunan Tratak, bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor: 7/PTT-HGU/BPN RI/2013 tentang 

Penetapan Tanah Terlantar telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 53 ayat 2 huruf b, yaitu bertentangan dengan 

asas kepastian hukum, dengan alasan bahwa Penggugat telah memiliki 

areal Hak Guna Usaha secara sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha 

(HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 namun dalam penguasaan dan/atau 

pengelolaan Hak Guna Usaha tersebut tidak mendapatkan jaminan atau 

kepastian hukum. 

Terhadap alasan Penggugat tersebut, Tergugat (BPN) memberikan 

tanggapan bahwa tata cara penertiban tanah terlantar, serta sesuai juga 

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan fakta yang 

ada selama dilaksanakannya proses penetapan tanah yang terindikasi 

terlantar yaitu bidang tanah Hak Guna Usaha No. 1/Batang dengan 

pemegang hak tercatat atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak, 

14 Berdasarkan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009, UU No. 51 Tahun 2009

15 Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi 
dan Hukum Administrasi,(Bandung: Alumni, 1985), hlm. 145.
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dari luas keseluruhan 89,841 Ha hanya sebagian kecil yang secara nyata 

diusahakan serta dimanfaatkan oleh pemegang haknya yaitu seluas 7,40 

Ha dan selebihnya yaitu seluas 82,44 Ha telah tidak dimanfaatkan dan 

diusahakan sesuai dengan maksud serta tujuan pemberian haknya. Justru 

dalam rangka penegakan hukum serta menjunjung asas kepastian hukum 

dengan menetapkan tanah Hak Guna Usaha No. 1/ Batang atas nama PT. 

Perusahaan Perkebunan Tratak sebagai tanah terlantar.

Jawaban tergugat II Intervensi, menyatakan penggugat tidak 

menjelaskan bagaimana pertentangannya tersebut dengan jelas dan 

mengenai yang dimaksud kepastian hukum tersebut. Keputusan Pejabat 

TUN yang dianggap bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

Yang Baik, perlu dibedakan apakah keputusan yang menjadi obyek sengketa 

bertentangan dengan asas-asas formal mengenai formulasi keputusan 

atau bertentangan dengan asas-asas material mengenai isi keputusan, 

yang keduanya terdapat asas kepastian hukum, asas kepastian hukum 

formal, berarti keputusan yang dikeluarkan itu harus cukup jelas bagi yang 

bersangkutan. Misalnya, pemberian tenggang waktu yang samar-samar 

kapan akan dilakukan tindakan penertiban akan dianggap bertentangan 

dengan asas ini. Selain itu, syarat-syarat yang dibutuhkan pada suatu 

keputusan harus dimuat dalam keputusan itu sendiri, bukan sebagai 

lampiran. Sedangkan asas kepastian hukum materiil berarti keputusan 

yang bersifat membebani itu tidak boleh diberlakukan mundur (secara 

surut). Misalnya, sebuah subsidi dicabut dengan berlaku surut, padahal 

uangnya yang sudah diterima telah habis digunakan.

Asas kepastian hukum, sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) huruf b 

UU No. 9 Tahun 2004, asas kepastian hukum adalah asas yang pertama 

kali diperkenalkan dan dituang didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme. bila dilihat dari Undang-undang tersebut semua 

kebijakan sektoral harus menyertakan pengawasan dari partisipasi 

masyarakat sebagai sosial kontrol

Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap di persidangan terungkap 

fakta hukum sebagai berikut:
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a) Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 yang 

terletak di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, Propinsi 

Jawa Tengah adalah atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak;

b) Lahan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/Batang Tahun 1988 adalah 

lahan yang tidak dipelihara dengan baik, sehingga menyebabkan 

petani yang bekerja di PT. Perusahaan Perkebunan Tratak menjadi 

terlantar dan sulit mencari nafkah. Hal demikian menyebabkan 

para petani menggarap sendiri lahan tersebut untuk menghidupi 

keluarganya. Dan setelah lahan ditanami dan digarap oleh para petani, 

lahan tersebut menjadi areal yang subur;

c) Setelah penebangan besar-besaran tanaman dan pohon pada lahan, 

tidak diikuti dengan penanaman kembali oleh PT. Perusahaan 

Perkebunan Tratak sebagai pemegang HGU terhadap lahan tersebut. 

Sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak produktif; 

d) ada perbuatan PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang dengan sengaja 

tidak menggunakan tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan 

haknya, yaitu antara lain:(1) tidak terdapatnya tanaman cengkeh dan 

kopi sesuai denganperuntukannya pada areal lahan berdasarkan SK 

Hak Guna Usaha (HGU), (2) PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah 

mensubkontrakkan lahan perkebunan kepada Perusahaan lain, (3) 

PT. Perusahaan Perkebunan Tratak menyewakan lahan pihak lain 

(penggarap) dengan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, mengakibatkan: (a) kondisi 

penelantaran tanah Hak Guna Usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan 

Perkebunan Tratak telah menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, 

dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan; (b) 

Instrumen regulasi berupa peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar beserta peraturan 

pelaksanaannya tidak dapat lagi dijadikan acuan penyelesaian penertiban 

dan pendayagunaan tanah terlantar; (c) tanah terlantar merupakan salah 

satu objek Reforma Agraria dari pelaksanaan Program Pembaruan Agraria 

Nasional (PPAN).
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2.  Pendayagunaan Tanah Terlantar Eks PT. Perusahaan 
Perkebunan Tratak

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan 

masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara 

serta untuk cadangan negara lainnya.16Pengalokasian tanah cadangan 

umum negara bekas tanah terlantar tersebut disesuaikan dengan 

ketersediaan tanah, serta kondisi tanah dalam keadaan clear, dalam artian 

tanah tersebut tidak dalam sengketa fisik maupun sengketa yuridis.17

Dalam penjelasan Pasal 15 PP Nomor 11 Tahun 2010, pendayagunaan 

eks bekas tanah terlantar untuk,Pertama, Reforma Agraria merupakan 

kebijakan pertanahan yang mencakup penataan sistem politik dan 

hukum pertanahan serta penataan aset masyarakat dan penataan akses 

masyarakat terhadap tanah sesuai dengan jiwa Pasal 2 Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan 

Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok- Pokok Agraria. Penataan aset masyarakat dan penataan akses 

masyarakat terhadap tanah dapat melalui distribusi dan redistribusi tanah 

negara bekas tanah terlantar. Kedua, Program strategis negara antara lain 

untuk pengembangan sektor pangan, energi, perumahan rakyat dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, Cadangan negara 

lainnya antara lain untuk memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan 

pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan tanah akibat adanya 

bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali masyarakat yang terkena 

pembangunan untuk kepentingan umum.

Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

tanah negara bekas tanah terlantar PT. Perkebunan Tratak didayagunakan 

16 Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 
2010

17 Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pendayagunaan Tanah Negara Bekas 
Tanah Terlantar.
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untuk reforma agraraia dan cadangan negara lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2013 

Lokasi tanah eks PT. Perkebunan Tratak merupakan kawasan budidaya 

dengan peruntukan pertanian perkebunan dan pertanian tanaman pangan 

lahan kering.18

Tanah eks PT. Perusahaan Perkebunan Tratak yang sekarang sudah 

ditetapkan sebagai tanah terlantar dan selanjutnya menjadi Tanah 

Cadangan Umum Nasional (TCUN) sampai saat ini terdapat penggarapan 

oleh masyarakat sebanyak 425 KK. dengan luas garapan masing masing 

± 2000 M2. Pemerintah Kabupaten Batang mengusulkan peruntukan 

Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah tidak hanya 

untuk petani penggarap (Reforma Agraria) tetapi juga untuk Cadangan 

Negara lainnya (Pendidikan, sosial dll.)19

Usulan Pemerintah Daerah sesui dengan Surat Bupati Batang tanggal 

8 Juli 2014 Nomor 593.3/1022/2014 yang ditujukan kepada kepala Badan 

Pertanahan Nasional RI, Perihal permohonan cadangan tanah negara yaitu: 

untuk reforma agraria (redistribusi kepada masyarakat) seluas kurang 

lebih 56,8410 Ha dan untuk cadangan negara lainya seluas kurang lebih 

25,59990 Ha diperuntukan SMK Pertanian, Lapangan Olah Raga, tempat 

pembibitan langka dan laboratorium, pemakaman umum, sarana ibadah, 

pasar hasil bumi, relokasi bencana alam, PD Muhamadiah, PD Nahdlatul 

ulama dan PM Tazaka.

Realisasi dalam rekomendasi Pemerintah Daerah hanya 10 Ha yang 

diperuntukan Pemerintah Daerah sesuai dengan surat kepala kantor 

pertanahan kabupaten batang Nomor: 046.1/500.12/I/2015 tanggal 7 Januari 

2015 kepada Bupati Batang dengan merujuk Surat Kepala Kantor Wilayah 

Badan Pertanahan Nasinal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 2326/16-33.500/

18 Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2013 (psl. 24, psl. 37 dan psl. 40 
ayat (2) huruf b).

19 Wawancara dengan Abdul Azis Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Batang pada tanggal 13 Agustus 2015
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XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, serta surat Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4642/23.3/XII/2014 

tanggal 18 Desember 2014. Isi surat kepala kantor pertanahan kabupaten 

kepada Bupati Batang, pada pokonya menyatakan:

1) Peruntukkan Tanah Cadangan Umum Negara bekas Hak Guna Usaha 

No. 1 /Batang atas nama PT. Perusahaan Perkebunan Tratak seluas + 

89,841 Ha terletak di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten 

Batang pendayagunaannya dimanfaatkan untuk Reforma Agraria atau 

masyarakat seluas + 79,841 Ha dan Cadangan Negara Lainnya seluas + 

10 Ha.

2) Pendayagunaan untuk Cadangan Negara Lainnya seluas ± 10 Ha. dapat 

diberikan hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Batang 

dengan catatan Pemerintah Kabupaten Batang membuat Proposal 

yang mencantumkan rincian penggunaan tanah dan biaya/anggaran 

pembangunan yang juga dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 

Pemerintah Kabupaten Batang.

3) Berkenaan hal tersebut diatas, dimohon dengan hormat atas kesediaan 

Pemerintah Kabupaten Batang untuk berkenan mengajukan proposal 

sebagaimana di maksud angka 2 (dua) tersebut diatas dan selanjutnya 

dilakukan koordinasi dalam rangka realisasi penyelesaian hak atas 

tanahnya.

Menarik dicermati tentang pendayagunaan surat Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4642/23.3/XII/2014 

tanggal 18 Desember 2014. Salah satu poinya adalah: pertama, Calon 

penerima manfaat TCUN akan diberikan hak atas tanah atas nama bersama 

(komunal). Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada pemegang 

penerima manfaat untuk mengerjakan secara aktif dan menghindari 

peralihan hak serta dilarang menelantarkan tanahnya. Kedua, Terhadap 

pendayagunaan yang diperuntukan untuk reforma agraria melalui kegiatan 

redistribusi yaitu seluas lebih kurang 79,841, perlu disiapkan (a) daftar 

calon penerima manfaat reforma agraria yang tergabung dalam kelompok 

omah tani dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), (b) Siteplan yang memuat 
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jalan, fasilitas sosial, fasilitas umum, peruntukan pengunaan fasilitas lahan 

untuk pertanian

Dalam sistem penguasaan tanah oleh masyarakat dikenal beberapa 

macam tipologi hak.Pertama adalah hak individual warga masyarakat 

untuk memiliki atau memanfaatkan tanah dan kekayaan alam.Kedua 

adalah hak-hak bersama (hak kolektif, hak kelompok atau group rights) 

oleh keluarga atau klan/sub-klan. Yang membedakan hak individual 

dengan kolektif adalah soal jumlah subjeknya, sementara objeknya bisa 

saja sama. Ketiga adalah hak komunal, yaitu hak seluruh warga masyarakat 

terhadap wilayah mereka dan terhadap tanah-tanah untuk kepentingan 

umum yang dikuasai bersama oleh masyarakat yang bersangkutan.

Tanah-tanah dengan hak komunal ini adalah kepunyaan bersama suatu 

masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota masyarakat, 

berfungsi menyediakan cadangan sumber daya dan/atau area bagi kegiatan 

sosial, tidak dapat dialihkan dan penguasaannya direpresentasikan pada 

fungsionaris masyarakat setempat.Perbedaannya dengan hak kolektif 

adalah bahwa pemegang hak komunal adalah kesatuan sosial yang tunggal 

dari masyarakat.Pemegang hak bukan agregasi individual sebagaimana 

ada pada hak kolektif.Hak komunal adalah hak bersama yang melingkupi 

seluruh hak kolektif dan individual yang ada dalam sebuah masyarakat.20

Peruntukan, pemilikan, dan pengunaan dan pemanfaatan TCUN 

ditetapkan dengan Surat Kepala Badan namun belum ada surat keputusanya. 

Berdasarkan Surat Kepala kantor Nomor 139/100.2/III/2012 tanggal 4 Maret 

2015 yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi Jawa Tengah, siteplan yang diajukan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Batang.

20 Myrna A. Safitri,Legalisasi Hak-Hak Masyarakat atas Tanah dan Kekayaan 
Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional Indonesia. Dalam 
Model, Masalah dan RekomendasiMasa Depan Hak-Hak Komunal atas 
Tanah: Beberapa Gagasan untuk Pengakuan Hukum, Rekomendasi Kebijakan, 
Jakarta, Kerjasama antara: Van Vollenhoven Institute, Universitas Leiden dan 
BAPPENAS, hlm 17
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Gambar 1 
Siteplan Pendayagunaan Tanah Terlantar

Model pendayagunaan tanah terlantar untuk reforma agraria yang 

telah dilaksanakan di beberapa lokasi. Salah satunya kegiatan redistribusi 

tanah bekas tanah terlantar melalui pembagian sertipikat Hak Milik atas 

nama individu di beberapa lokasi seperti di Cipari Kabupaten Cilacap 

yang telah dibagikan sertipikatnya pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, redistribusi tanah bekas tanah terlantar di Subah 

Kabupaten Batang, dan redistribusi tanah di beberapa lokasi lainnya 

permasalahan yang dihadapi pasca pembagian sertipikat adalah adanya 

penjualan terhadap asset yaitu tanah beserta sertipikatnya kepada pihak 

lain. Meskipun di dalam sertipikat tersebut dituliskan bahwa selama 10 

(sepuluh) tahun tanah tidak diperbolehkan dijual, namun karena desakan 

ekonomi dan akses yang belum bisa diperoleh petani mengakibatkan 

hilangnya tanah sebagai asset menuju kesejahteraan dan keadilan.Sehingga 

tujuan utama dari reforma agraria itu sendiri tidak dapat tercapai.

Berikut adalah aternatif reforma agraria melalui redistribusi tanah 

bekas tanah terlantar:
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1. Pemberian Sertipikat Hak Milik

Kelebihan dari sistem redistribusi tanah bekas tanah terlantar melalui 

pemberian sertipikat hak milik atas nama individu adalah: (a)sertipikat 

hak milik memberikan kepastian hukum pemilikan tanah, merupakan 

hak terkuat dan terpenuh diberikan kepada masyarakatdan sertipikat 

dapat mencegah sengketa tanah, (b) hak milik memiliki nilai kuat 

untuk mengajukan akses misalnya, dijadikan jaminan utang dengan hak 

tanggungan atas tanah. Sedangkan Kelemahannya adalah: (a) hak milik 

dapat dengan mudah diperjualbelikan, sehingga petani kembali tidak 

memiliki asset dan akses terhadap tanah untuk mencapai kesejahteraan, 

(b) tidak adanya regulasi yang mengatur yang dapat mencegah penjualan 

redistribusi tanah bekas tanah terlantar.

2. Hak Milik Koperasi Pertanian

Pemberian hak milik atas tanah dapat diberikan kepada koperasi 

pertanian, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA dan PP 

Nomor 38 Tahun 1963. Landasan dan alasan kuat skema pemberian hak 

atas tanah melalui Koperasi Pertanian ini adalah muara utamanya pada 

pengamanan atas asset yaitu tanah untuk kesejahteraan para petani. 

Melalui skema ini beberapa keuntungan yang diharapkan adalah: (a) 

Petani penggarap secara individu tidak dapat memperjual belikan tanah 

kepada pihak lain, sehingga asset yang mereka miliki akan terus ada dan 

terjaga; (b) Melalui koperasi petani maka sertipikat hak milik atas tanah 

tersebut dapat dijadikan sebagai agunan untuk peminjaman dana ke bank. 

Tentu saja nilai yang diperoleh sangat besar sehingga dapat dijadikan 

sebagai modal koperasi pertanian dalam kegiatan simpan pinjam kepada 

para petani penggarap; (c) Koperasi pertanian tersebut dapat dijadikan 

sebagai organisasi para petani dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan 

bagaimana meningkatkan produktivitas hasil pertanian; (d) Koperasi dapat 

dijadikan sebagai organisasi petani dalam memasarkan hasil pertanian 

dan perkebunan yang mereka usahakan sehingga diharapkan harga lebih 

bersaing, sehingga kesejahteraan masyarakat petani penggarap lebih 

meningkat. 
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Pemberian hak milik atas tanah kepada Koperasi Pertanian, tentu saja 

akan mendapat tantangan tersendiri dalam pengelolaannya. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa mengurus banyak orang dalam hal ini penerima tanah 

dan penggarap tanah sejumlah 425 orang/KK tentu saja akan mengalami 

hambatan. Berikut diinventarisir beberapa tantangan yang kemungkinan 

akan terjadi ketika pendayagunaan tanah bekas tanah terlantar diberikan 

melalui Hak Milik Koperasi Pertanian: (a) Bagaimana peraturan terkait 

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Koperasi dapat mengikat secara 

kuat dan menjadi wadah terhadap kepentingan para petani penggarap 

sejumlah 425; (b) Bagaimana Koperasi tersebut dapat mengeliminir adanya 

benturan-benturan yang akan terjadi terhadap sejumlah 425 anggota; (c) 

Bagaimana program kerja dan kepengurusan koperasi sehingga dapat 

mewujudkan kesejahteraan terhadap anggotanya. 

3. Kepemilikan Bersama

Kepemilikan bersama adalah aternatif yang bisa ditempuh, dengan 

cara membagi perblok/bidang dengan kepemilikan 10 sampai dengan 30 

orang tergantung jumlah luasan yang diredistribusi. Misalnya penerima 

redistribusi tanah eks PT Perkebunan Tratak sejumlah 425 orang, dibuat 17 

blok/bidang, masing-masing bidang di miliki sejumlah 25 orang.

Pengaturan pemilikan bersama telah diatur dalam peraturan 

pemerintah tentang pendaftaran tanah. Ketentuan yang lebih teknis 

tentang kepemilikan bersama yang terkait dengan redistribusi tanah bekas 

tanah terlantar perlu diatur dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pengaturan ini diperlukan, 

misalnya bagaimana pengaturan tentang pewarisan dan jual beli atas 

kepemilikan bersama.

B.  Peran Serta Masyarakat dalam Penertiban dan 
Pendayagunaan Tanah Terlantar

Peran Serta Masyarakat atau istilah lain keikutsertaan, keterlibatan dan 

partisipasi. Peran serta masyarakat menurut padangan Allport menyatakan 

bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan 
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dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan 

atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran 

dan perasaannya. Atau misalnya anda berpartisipasi/ikut serta (dapat anda 

rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran 

anda perlu dan bahwa perasaan anda pun berkenan untuk melakukannya.21

Bentuk-bentuk dan jenis-jenis peran serta masyarakat dapat berupa: 

Pikiran, Tenaga, Keahlian, Barang/material, Uang. Sedangkan jenis 

peran serta (a). Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa; (b). Sumbangan 

spontan berupa uang dan barang; (c). Mendirikan proyek yang sifatnya 

berdikari dan donornya berasal dari sumbangan dari individu/instansi 

yang berasal di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga); (d). 

Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh 

komunikati (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti seperti rapat desa 

yang menentukan anggarannya); (e). Sumbangan dalam bentuk kerja, 

biasanya dilakukan tenaga ahli setempat (f). Aksi massa; (g) mengadakan 

pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri; (h) Membangun proyek 

komuniti yang bersifat otonom.22

Peran serta masyarakat dalam penertiban tanah terlantar telah 

diakomodir di Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Pasal 4 ayat (2) yang 

berbunyi sebagai berikut: “Informasi tanah terindikasi terlantar diperoleh 

dari hasil pemantauan lapangan oleh Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan, 

atau dari laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis dari masyarakat, 

atau pemegang hak.” selain itu, diatur juga dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 

28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

KKN, yang berbunyi: Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk: (a) Hak mencari, memperoleh, dan 

memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara; (b) Hak untuk 

memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara; 

21 Sastroputro, Santoso, Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam 
Pembangunan Nasional, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 12-13

22 Ibid. hlm. 16
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(c) Hak menyampaikan saran dan pendapat secara; (d) bertanggungjawab 

terhadap kebijakan Penyelenggara Negara. 

Peran serta masyarakat dalam penertiban dan pendayagunaan tanah 

terlantar Eks PT. Perusahan Perkebunan Tratak dilakukan oleh Omah 

Tani, diwujudkan melalui aksi-aksi dengan reclaiming, yang memiliki 

karakter strategi beragam sesuai dengan tradisi sosial ditingkat lokal, 

seperti; pembabatan kebun, pendudukan lahan, pemblokiran akses jalan 

perkebunan, pemasangan spanduk atau papan protes , aksi massa.

Demikian juga gerakan perlawanan di Kabupaten Batang. Berbagai 

masalah pertanahan di Batang yang muncul sejak reformasi bergulir 

ditandai dengan sengketa-sengketa perkebunan yang menimbulkan 

konflik horisontal. Contohnya sengketa antara pengusaha perkebunan dan 

rakyat. Di Batang terdapat penguasaan perkebunan dengan status hak guna 

usaha (HGU) sebanyak 51 sertifikat.23 Menurut Handoko Wibowo gerakan 

petani pada masa reformasi adalah gerakan murni dalam memperjuangkan 

hak-hak atas tanah, secara organisasi petani akan tidak ada gejolak/

komplik internal organisasi, tidak ada saling berebut kekuasaan, berebut 

redistrubusi tanah. Organisasi tani yang lahir pasca reformasi selalu 

dibayangi oleh komplik internal, berebut kekuasaan, pimpinan organisasi 

berjalan sendiri, berjuang bersama-sama, tapi hasilnya di nikmati oleh 

pimpinan organisasi, dan pada akhirnya organisasi tidak bertahan lama.24

Begitu juga dengan gerakan omah tani yang dulunya adalah petani 

Forum Perjuangan Petani dan Nelayan Batang Pekalongan (FP2NBP) yang 

mencoba menjadi alatgerakan petani di Kabupaten Batang dan Pekalongan. 

Organisasi tani yang didirikan pada tahun 1999 merupakan gabungan dari 

10 organisasi tani lokal yang berada di Kabupaten batang dan Pekalongan. 

Organisai tani lokal itu diantaranya adalah:25

23 Suara Merdeka, Sertifikat Status HGU Sering Munculkan Konflik, Selasa, 01 
Juni 2004

24 Wawancara dengan Handoko Wibowo disekretariat Omah Tani,Pada Sabtu 15 
Agustus 2015

25 Muhammad Romdloni, Teologi Petani: Analisis Peran Islam Dalam Radikalisme 
Gerakan Petani Pada Forum Perjuangan Petani Nelayan Batang Pekalongan 
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2. Paseduluran Petani Penggarap PT. Tratak (P4T) yang mempunyai 

konflik dengan PT. Tratak, meliputi desa Cepoko dan Wonomerto 

Kecamatan Bandar, Desa Kambangan dan Wedisari Kecamatan Blado.

3. Paguyuban Petani Sidodadi (P2SD) yang mempunyai konflik dengan 

PT. Segayung, meliputi desa Sembojo dan Posong kecamatan Tulis, 

desa Batiombo dan Wonosegoro kecamatan Bandar.

4. Paguyuban Masyarakat Gunung Kamulyan (PMGK) yang mempunyai 

konflik dengan PT. Pagilaran, meliputi desa kalisari, Pagilaran, Godang 

dan Bismo.

5. Paguyuban Petani Jati Rejo (P2JR) Simbang Jati yang mempunyai 

konflik dengan PT. Simbang Jati Bahagia, meliputi desa Simbang Jati, 

Kencorejo, Minongsari, Panjer, Centong dan Wonorejo. 

6. Paguyuban Tri Tunggal Tani Sejahtera (PT3S) yang mempunyai konflik 

dengan Perum. Perhutani, meliputi desa Sengon, Gondang dan 

Kuripan.

7. Paguyuban Petani Sido Makmur Sejahtera (P2SMS) yang mempunyai 

konflik dengan Perum Perhutani, meliputi desa Wonotunggal, Batang.

8. Paguyuban Nelayan Mitra Sejati (PNMS) Seturi yang mempunyai 

konflik dengan PT. Agrindo Seturi Jaya, meliputi desa Karang asem.

9. Paguyuban Petani Barokah Donowangun Keprok (P2BDK) yang 

mempunyai konflik dengan PT. Jolotigo, meliputi desa Keprok 

Kecamatan Talun Kabupaten pekalongan.

10. Paguyuban Petani Mesoyi (P2M) yang mempunyai konflik dengan PT. 

Jolotigo, meliputi desa Mesoyi, Sibantal dan Buntu kecamatan Talun 

Kabupaten Pekalongan.

11. Paguyuban Petani Sido Maju (P2SM) yang mempunyai konflik dengan 

Kepala Desa, meliputi desa Banjarsari Kecamatan Talun Kabupaten 

Pekalongan.

FP2NBP terus berkembang. Setelah 4 tahun berdiri, jumlah anggotanya 

semakin banyak. Pada tahun 2006 anggota FP2NBP meningkat menjadi 17 

(FP2NBP) Di Kabupaten Batang Dan Pekalongan, Tesis Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2005, hlm. 5-6
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OTL (13 OTL berasal dari Kabupaten Batang dan 4 OTL dari Kabupaten 

Pekalongan. Pada 2007, terjadi pemisahan organisasi berdasar administrasi 

wilayah: Batang dan Pekalongan. Organisasi petani di Kabupaten Batang 

kembali menjadi Forum Perjuangan Petani Batang (FPPB) dan Batang dan 

FPPP (Forum Paguyuban Petani Pekalongan) untuk Kabupaten Pekalongan 

Dua tahun berselang, organisasi ini mengalami persoalan internal 

menjelang Pemilu 2009. Ketua umumnya memilih bergabung dengan 

Partai Bintang Reformasi, sementara mayoritas anggotanya menolak. 

Organisasi pun mengalami perubahan nama, dari FPPB menjadi Omah 

Tani.26Omah Tani Batang didirikan di Batang, pada tanggal 9 Pebruari 

Th.2010 berdasarkan rapat rembug tani (1) pada Tgl.11 Juli 2009.27

Di awal perjuangannya omah tani beranggotakan sekitar 12.000 

kepala keluarga ini seringkali menggunakan strategi aksi massa atau 

berdemonstrasi dan audiensi dalam memperjuangkan kepentingan dan 

aspirasinya. Tak jarang mengerahkan massa berpuluh-puluh truk di 

halaman kantor pejabat negara, institusi legislatif, bahkan di lembaga 

yudikatif di Batang, Semarang hingga Jakarta. 28 Seperti Kantor Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), menuntut agar BPN mencabut HGU PT yang 

menelantarkan tanah dan memberikan pada petani penggarap.29

Seperti yang dikatakan Handoko, strategi perjuanganya terus 

berkembang, tidak hanya melakukan demonstrasi, audiensi dan 

reclaiming. namun juga mulai masuk ke ranah politik dengan mendorong 

dan mendukung anggotanya ikut dalam pemilihan dan menduduki jabatan 

publik, seperti menjadi kepala desa dan anggota DPRD. Organisasi ini 

berhasil mendudukkan setidaknya sembilan orang kader menjadi kepala 

26 Hilma Safitri, Gerakan Politik Forum Paguyuban Petani Kabupaten Batang 
(FPPB), Bandung: Yayasan Akatiga, 2010, hlm. 48

27 Anggaran Dasar/AdOmah Tani Batang, Ditetapkan di secretariat omah tani 
Dukuh Cepoko Dusun Tumbrep kec. Bandar Pada Hari Rabu Tgl 10 Pebruari 
Tahun 2010

28 Wawancara dengan Handoko Wibowo disekretariat Omah Tani,Pada Sabtu 15 
Agustus 2015

29 Suara Merdeka, Petani Batang Mendemo BPN, Kamis, 5 Februari 2004. 
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desa, dari 13 pemilihan kepala desa yang diikuti. Seorang anggota berhasil 

lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Batang periode 2009-2014. Pada 

Tahun 2011 lalu, Omah Tani melibatkan diri dalam ajang pemilihan bupati 

dengan mengusung pasangan Yoyok Riyo Sudibyo-Soetadi. Pasangan 

ini berhasil memenangi Pilkada. Omah Tani memberikan dukungan 

penuh kepada pasangan ini terutama karena kesediaan mereka untuk 

memfasilitasi dan membantu penyelesaian sengketa agraria yang dialami 

anggota Omah Tani.

Keterlibatan omah tani dalam bidang politik dalam pemilihan kepala 

desa, DPRD dan Bupati dengan alasan. Pertama, Peran dalam pemilihan 

kepala desa, peran kepala desa, sangat strategis karena persetujuannya 

dibutuhkan saat perusahaan perkebunan mengajukan ijin perpanjangan 

hak guna usaha. Dengan menempatkan wakilnya sebagai kepala 

desa, Omah Tani dapat mengusahakan penolakan, terlebih terhadap 

perusahaan perkebunan yang sedang bersengketa dengan petani kecil, 

yang menjadi anggotanya. Namun yang terjadi selanjutnya tidak seperti 

yang direncanakan. Ada kepala desa yang kemudian tidak mewakili 

harapan Omah Tani, justru memberikan rekomendasi bagi perkebunan 

yang hendak memperpanjang hak guna usahanya. Kedua, Pemilihan 

anggota DPRD, selain membantu dalam penyelesaian sengketa lahan, juga 

berhasil mengusahakan agar rumah sakit umum daerah tidak menolak dan 

wajib memberi ruang bagi pasien atau ibu-ibu dari keluarga miskin yang 

hendak melahirkan. Bramanti juga aktif mendorong Bupati mengeluarkan 

kebijakan yang mendukung kepentingan dan kesejahteraan warga. Anggota 

DPRD didukung Omah Tani, yakni Gotama Bramanti. Ketiga, Pemilihan 

Bupati, selain memfasilitasi penyelesaian sengketa lahan yang dialami 

petani, belum genap 100 hari masa kepemimpinannya telah mengeluarkan 

kebijakan pendidikan dasar sembilan tahun tanpa pungutan bagi warga, 

berhasil memberikan jaminan tidak adanya kasus penolakan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang menggunakan Jamkesmas, Jamkesda, dan 

Jampersal, serta tidak adanya kasus penolakan pelayanan bagi pasien 

tidak mampu selagi masih tersedia ruang di kelas III di rumah sakit umum 

daerah Kabupaten Batang.
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Perjuangan omah tani untuk mendapatkan hak atas tanah rakyat 

ternyata tidak terlepas dari nama Handoko Wibowo.30 Pendiri dan 

pengacara omah tani dalam memperjuangkan kasus sengketa tanah. 

Seperti yang dikatakan Handoko wibowo:31

Tahun 2007, kami pun memutuskan. Kami sepakat untuk 
memenangkan kepala desa dalam Pilkades. Kami mulai 
merencanakannya. Pokoknya, di semua desa, dimana kami ada, kami 
ikut pemilihan kepala desa. Dengan sukarela kami urunan. Ibu-ibu 
petani datang membawa gula setengah kilo, Bapak-bapak membawa 
rokok yang dikumpulkan di dalam toples. Apa saja yang bisa kami 
sumbangkan, kami kumpulkan. Semua itu untuk tamu-tamu non 
organisasi yang berkunjung ke calon kepala desa yang kami kami 
usung. Bagi anggota organisasi, sudah maklum, jika tidak menikmati 
hidangan. Tanpa money politic, kami berhasil. Dari 15 pemilihan 
yang kami ikuti, kami berhasil menang di sembilan desa. Begitu 
berhasil, satu bulan kemudian kepala-kepala desa itu mengkhianati 
kami. Kami tidak kapok atau putus asa. Bagi kami, kalau kami gagal 
tahun ini, kami akan coba tahun depan lagi. Mungkin 30 lurah yang 
akan kami perjuangkan untuk menang dengan cara tidak money 
politik. Khan lucu, Indonesia yang merdeka sudah 67 tahun, tapi 
masih ada orang yang mati melahirkan, miskin pula. Karena miskin 
dia mati. Banyak sekali kejadian itu di Batang. Dan, kami berusaha 
memperjuangkan pelayanan kepentingan publik, bukan hanya 
kepentingan petani.

Eksperimen omah tani politik sebagai jalan keluar membuahkan hasil. 

Berkat usaha-usaha Omah tani, pada 2004 Kepala Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Pusat, menyerahkan 800 sertifikat atas 52 hektare tanah sengketa di 

Desa Sindangdesa dan Desa Kebumen Kecamatan Tulis, Batang. Kemudian 

pada 2008 Perum Perhutani KPH Kendal menandatangani memorandum of 

30 Handoko Wibowo, adalah pendiri omah tani, keturunan cina sebagai warga 
Dukuh Cepoko, Desa Tumbreb, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang, 
merupakan salah satu tokoh di balik seluruh gerakan petani perkebunan di 
Batang. Lulusan Fakultas Hukum UKSW Salatiga 1986 itu memang sejak lama 
dianggap sebagai ikon berbagai pergerakan petani perkebunan.

31 Handoko Wibowo. Buruh Berpolitiklah. Pidato Pimpinan Omah Tani 
Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Handoko Wibowo, pada 23 April 2012 di 
Rumah Buruh Bekasi Bergerak,Sumber : SPAI FSPMI
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understanding (MoU) perdamaian atas konflik tanah sejak 1967 di wilayah 

Desa Sengon, Desa Gondang, dan Desa Kuripan, Kecamatan Subah dengan 

1.200 keluarga penggarap atas 152 hektare tanah yang dipersengketakan. 

Bentuk kerja sama itu mengakhiri konflik antara petani di desa-desa 

tersebut dengan KPH Kendal sejak 1957. Penyelesaian konflik dengan Perum 

Perhutani tersebut, akhirnya menjadi dasar proses ecolabeling tingkat dunia 

dengan supervisi dari Word Mark. Kemudian pada 2010 anggota Omahtani 

sebanyak 145 kepala keluarga mendapatkan tanah sedimentasi seluas 46 

hektare di Desa Kuripan, Kecamatan Subah. “Diharapkan dalam waktu 

dekat akan diredistribusikan 89,841 hektare tanah sengketa eks perkebunan 

PT Tratak kepada 425 keluarga petani miskin32.

Sengketa PT Tratak dengan masyarakat melalui perjuangan 

panjang, PT Tratak ditetapkan sebagai tanah terlantar dan mendapatkan 

perlawanan dari PT tratak dengan mengajukan gugatan ke pengadilan tata 

usaha negara, peran omah tani dalam sengketa di pengadilan sangat besar, 

disamping melakukan aksi-aksi demontrasi, audiensi bahkan reclaming, 

juga menyuplai data-data, dokumen ke kantor Badan pertanahan terkait 

dengan sengketa di peradilan tatausaha negara.33 peran omah tani tersebut 

juga di amini oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. 

Omah tani telah mengubah tanah telantar menjadi subur, jerih payah 

petani penggarap itu patut dihargai karena dulu sebelum diolah, lahan 

yang ditelantarkan itu masih berupa semak ilalang dan rumput liar, bahkan 

menjadi banyak babi hutan, serta PT Tratak tidak mempunyai kantor, 

papan nama, juga tidak ada karyawannya. Sisi lain, masih banyak penduduk 

di sekitar lahan HGU PT Tratak, seperti Desa Kambangan, Wonomerto 

maupun Cepoko yang tidak mempunyai lahan garapan. Karena itu jangan 

salahkan kami bila telah mencetak sawah, karena lahan subur milik negara 

itu benar-benar ditelantarkan.34

32 Wawancara dengan Handoko Wibowo Pendiri Omah Tani, disekretariat 
Omah Tani,Pada Sabtu 15 Agustus 2015

33 Wawancara dengan Rozikin Sekertaris Omah Tani, dilokasi Eks PT Perkebunan 
Tratak Batang, Sabtu 15 Agustus 2015

34 ibid
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C. Penutup

1. Perjuangan panjang dalam penertiban dan pendayagunaan tanah 

bekas Eks PT. Perusahaan Tratak Batang, merupakan upaya mencari 

kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat dilakukan melalui 

proses peradilan yaitu peradilan tata usaha negara. Di peradilan tata 

usaha negara sebagai batu uji nya adalah asas-asas umum pemerintahan 

yang baik dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kemudian diuji apakah secara subtansi dan prosedur 

formalnya sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik 

dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam banyak kasus, terhambat dalam aspek prosedur 

formalnya, prosedur formalnya tidak ditaati atau tidak sesuai 

dengan PP Nomor 10 Tahun 2011 dan Perkaban Nomor 4 Tahun 2010. 

Prosedur formalnya tidak di taati, maka pengadilan tata usaha negara 

mengesampingkan aspek subtansi, walaupun Hakim tahu bahwa 

tanah tersebut di telantarkan. Kondisi penelantaran tanah Hak Guna 

Usaha yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Perkebunan Tratak telah 

menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat 

serta menurunkan kualitas lingkungan. Tanah terlantar merupakan 

salah satu objek Reforma Agraria melalui redistribusi tanah 425 KK.

2. Peran serta masyarakat yang dilakukan oleh Omah Tani, peran Omah 

Tani dalam sengketa di pengadilan sangat besar, disamping melakukan 

aksi-aksi demontrasi, audiensi bahkan reclaming, juga menyuplai data-

data, dokumen ke kantor Badan pertanahan terkait dengan sengketa 

di peradilan tatausaha negara. Dalam perkara di pengadilan tata usaha 

negara peran omah tani juga sebagai pihak tergugat intervensi.
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